
 

 

 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  30  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO                      
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN                    

STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP                                      
DI KABUPATEN SIDOARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 29 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo; 

 
Mengingat 

 
: 

 
1. 

 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4153); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5617); 

  11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 
Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

Daerah; 
  12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup                

Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum 
Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat 

Pengawas; 
  13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 

2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota; 
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2                 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi 
Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 
  15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah; 

  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2      
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 
Nomor 1 Seri E); 

 
 



3 
 

  18. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 10                  

Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan 
Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 10 El); 
  19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 

tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/ atau 
Kegiatan Usaha Lainnya; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4             
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 70); 

  22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Lim 
bah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan 

Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan 
Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 48); 
  23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; 

   

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS KINERJA 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN 

SIDOARJO. 

 

                                Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo 

Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Sidoarjo. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 

Nomor 29) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan  Pasal 1 ditambah 1 angka yaitu angka 10, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang 

selanjutnya disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. 
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3. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah serangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, 

memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas 

ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan 

peraturan perundang-perundang di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

4. Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut SKPLadalah pengawasan 

lingkungan hidup yang dilakukan terhadap 

penanggung jawab kegiatan/usaha dalam 

serangkaian kegiatan berkelanjutan selama3 (tiga) 

tahun berturut-turut untuk mendapatkan tujuan 

akhir pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri. 

5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum 

administrasi yang bersifat pembebanan 

kewajiban/perintah dan/atau penarikan 

kembalikeputusan tata usaha negara yang dikenakan 

kepada penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan 

atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkunganhidup dan/atau ketentuan 

dalam izin lingkungan. 

6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 

setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL 

dalamrangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 

mernperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

7. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan uaaha dan/atau kegiatanpengelolaan air 

limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan 

beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau 

gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup 

dan/atau kesehatan manusia. 

8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat PPLH adalahPegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab 

untuk melaksanakan kegiatanpengawasan lingkungan 

hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri 

Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang,kewajiban 

dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan 

pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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10. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan 

dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, 
serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun. 
 

2. Ketentuan  Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

(1) Penilaian SKPL dilakukan setiap tahun. 

(2) Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan 

yang memperoleh status Taat dalam penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahun 

berikutnya dapat melaksanakan Pelaporan Mandiri. 

(3) Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan 

yang dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut 

memperoleh status Taat dalam penilaian 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), akan 

diusulkan untuk mengikuti Proper. 

(4) Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan 

yang memperoleh status Tidak Taat 2 (dua) tahun 

berturut-turut dalam penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi 

administratif sesuai peraturan perundang­ 

undangan. 

(5) Bagi Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan yang 

dalam 3 (tiga) tahun berturut­turut belum 

memperoleh status Taat dalam penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 

sanksi administratif sesuai peraturan 

perundang­undangan. 

(6) Tata cara pelaksanaan pelaporan mandiri SKPL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan Peraturan Bupati ini. 

 

3. Diantara Pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 1 Pasal yaitu 

Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

  

Pasal 9A 

 

Hasil pelaksanaan penilaian SKPL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 
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4. Lampiran huruf c mekanisme pelaksanaan kegiatan 

status kinerja pengelolaan lingkungan hidup di 

Kabupaten Sidoarjo diubah dan harus dibaca 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

        Ditetapkan di Sidoarjo 
        pada tanggal    2   April    2018 

 

BUPATI SIDOARJO, 
 

ttd 
 

SAIFUL  ILAH 
 
 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal  2   April        2018 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO,  

 
 
              ttd 

 
 

 ACHMAD ZAINI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERBUP : 30 TAHUN 2018 
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 30 
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SLAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
SIDOARJO NOMOR : 30 TAHUN 
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 
PENETAPAN STATUS KINERJA 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
DI KABUPATEN SIDOARJO 

C. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN STATUS KINERJA 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  DI KABUPATEN SIDOARJO 

RJO 
Evaluasi Pengawasan & 

Pembinaan Tahun Sebelumnya

Pemilihan Tahun Sebelumnya

Penetapan Peserta SKPL

Sosialisasi SKPL

Kesepakatan DLHK dengan

Peserta SKPL

Pengambilan Data

DATA SWAPANTAU :

 Evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan

 Hasil pengawasan rutin DLHK

 Hasil pengaduan masyarakat

DATA SEKUNDER PERUSAHAAN :

 Data perusahaan (identitas perusahaan dan 

data produksi)

 Data sistem manajemen lingkungan

 Data pengendalian pencemaran air

 Data pengendalian pencemaran udara

 Data pengelolaan limbah B3

Verifikasi Lapang dan

Pembuatan BA

PESERTA SKPL

Mengumpulkan dan memnuhi data sekunder 

perusahaan

DATA SWAPANTAU :

 Dokumentasi Foto

 Data Primer (grab sampling air limbah 

outlet)

 Peninjauan kondisi lapang

 Verifikasi dan klarifikasi data

Pengolahan DataHasil Analisa Air Limbah

Penetapan SKPL Sementara

Rapat Evaluasi Pemeringkatan 

SKPL

Perbaikan Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Perusahaan

Penetapan Status Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(SKPL) Perusahaan

Pemberitahuan Hasil kepada 

Peserta SKPL

TAAT CUKUP TAAT TIDAK TAAT

Pelaporan Mandiri

Usulan PROPER

3 Th.

Berturut-turut

Sanksi 

Administrasi

2 Th.

Berturut-turut

Peringkat

Th. ke-3 ?

3 Th.

Berturut-turut

TAAT BELUM TAAT

 

 

                                                            BUPATI SIDOARJO 

                                                                        ttd 

                                                               SAIFUL ILAH 

 

 

 

 


